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Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam Menuntut
Kenaikan Upah Minimum Kerja Tahun 2014-2015 di Kota Surabaya
(DPRD Kota Surabaya)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam
menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?

2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia dalam Menuntut Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di
Kota Surabaya?

Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana DPRD kota surabaya melihat pertumbuhan industrialisasi
surabaya?

2. Apasaja peran DPRD Kota Surabaya dalam proses UMK 2015?

3. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Surabaya terhadap Surat Edaran
Gubernur No.560/20059/031/2014 yang merubah 3 komponen KHL?

4. Regulasi apa saja yang telah dibuat DPRD Kota Surabaya untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh?

5. Apakah DPRD Kota surabaya juga melakukan tindakan pengawasan
pengupahan?

6. Bagaimana tanggapan DPRD melihat usaha kecil menengah yang tidak
mampu membayar upah sesuai UMK padahal peraturan sudah terbit?

7. Apakah DPRD juga menerima pengaduan terkait pengupahan?

8. Apakah anda setuju proses penuntutan oleh serikat buruh terjadi setiap
tahunnya?

9. Kendala apa yang dirasakan pemerintah dalam hal ini DPRD dalam proses
pengupahan/kebijakan upah?
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Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
Sejak berapa lama anda masuk ke dalam dewan pengupahan?

Bagaimana mekanisme penetapan UMK?

Pada tahun 2014, semua aliansi dan serikat buruh dijawa timur melakukan
aksi demo apakah anda ikut atau sekedar mengetahui?

Apa saja unsur dari dewan pengupahan?

Apa yang melatarbelakangi anda masuk kedalam dewan pengupahan?
Apakah tugas dewan pengupahan hanya sebatas survey pasar?

Apa saja langkah-langkah yang digunakan dewan pengupahan?

Apa fungsi dari dewan pengupahan?

. Berapa jumlah anggota dewan pengupahan?

. Dari pihak mana yang membuat alot dalam survei?

. Apa saja yang di diskusikan pada dewan pengupahan?

. Apa yang anda upayakan pada dewan pengupahan tersebut?

. Bagaimana proses dari pengupahan 2015 mulai awal mula hingga angka

final dihasilkan?

Siapa saja yang hadir pada saat diskusi dewan pengupahan berlangsung?
Apakah posisi pemerintah pada saat itu menengahi?

Sebenarnya apa yang melatar belakangi aksi massa timbul padahal UMK
telah diupayakan dewan pengupahan dan sudah ada aturan-aturan yang
jelas?

Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap lembaga
pemerintah yang ikut dalam kebijakan pengupahan 2015? Hubungan
komunikasi tersebut mencakup apa saja?

Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap APINDO?
Hubungan tersebut meliputi apa saja?

Apakah isu pengupahan menjadi hal yang sangat penting bahkan anda mau
ikut memperjuangkan pada dewan pengupahan?

Adakah strategi tertentu atau cara yang anda nilai cukup efektif untuk
membuat angka yang anda usulkan disetujui dalam ranah dewan
pengupahan?

Hambatan atau kendala apa saja yang anda terima atau ketauhi terkait
dengan isu pengupahan?
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Ketua Federasi
1. Apayang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
Sudah berapa lama anda masuk kedalam KSBSI?
Apa tugas dan fungsi seorang ketua federasi?
Apakah anda mengikuti proses penuntutan pengupahan 2015?
Apakah anggota anda juga mengalami ketidakadilan sebelumnya sehingga
masuk kedalam KSBSI?
6. Bagaimana anda mengetahui bahwa KSBSI akan turun aksi untuk
pengupahan 2015?
7. Bagaimana cara anda dalam mengorganisir anggota untuk ikut aksi massa?
8. Apa yang anda instruksikan kepada anggota?
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9. Apakah anda juga berkoordinasi dengan federasi lain yang tergabung dalam
KSBSI sebelum agenda aksi?

10. Apa yang biasanya dibahas dalam rapat aksi tersebut?

11. Berapa jumlah anggota yang tergabung dalam federasi anda?

12. Apakah korwil mengintruksikan untuk harus menggelar aksi massa pada
pengupahan 20157

13. Apakah menurut anda buruh harus masuk kedalam serikat buruh?

14. Apakah menurut anda isu pengupahan itu penting untuk diupayakan setiap
tahun?

15. Apakah tujuan atau kepentingan buruh sebenarnya dalam pengupahan
20157

16. Apakah anggota federasi anda tidak takut terhadap dampak yang
ditimbulkan oleh UMK 2015, PHK mungkin?

17. Apakah hambatan atau kesulitan yang anda rasakan pada pengupahan kali
ni?

18. Apakah upah 2,7 sudah memenuhi kebutuhan buruh?

19. Apakah saat ini terdapat permasalahan terkait pengupahan yang dialami
oleh anggota anda?

20. Bagaimana peran serikat dalam hal advokasi?

21. Apakah KSBSI juga menjalin kerjasama dengan serikat buruh lain? Dengan
manasaja?

22. Bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan dalam federasi anda?
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APINDO

Sektor apa saja yang bisa masuk ke dalam apindo?

apa tugas anda dalam dewan pengupahan?

Mengapa anda dipilih untuk mewakili apindo dalam proses pengupahan?

Apa perbedaan pengupahan 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya?

Apa yang diinginkan APINDO dalam pengupahan 20157 (re:goal)

Bagaimana suasana rapat dewan pengupahan berlangsung?

Bagaimana proses/prosedur survey yang dilakukan apindo?

Mengapa hasil rapat dewan pengupahan menjadi deadlock?

Apakah APINDO juga mengadakan pertemuan dengan anggota untuk

membahas UMK 2015?

10. Apa yang ditempuh apindo terkait hasil dari UMK 2015?

11. Apa yang dirasakan sulit oleh APINDO dalam UMK 2015?

12. Apakah apindo mengetahui adanya pelanggaran normatif buruh yang
dilakukan perusahaan?
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13. Menurut salah satu surat kabar, ada 17 perusahaan melakukan penangguhan
upah bagaimana APINDO menanggapi hal itu?

14. Bagaimana hubungan APINDO dengan serikat buruh?

15. Bagaimana hubungan APINDO dengan dinas pemerintah?

16. Pernahkah APINDO mengadakan pertemuan tersendiri dengan serikat
buruh?

17. Bagaimana APINDO melihat perkembangan serikat buruh saat ini?
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Buruh

1. Sudah berapa lama bergabung di SBSI?

2. Latar belakang bergabung dengan SBSI?

3. Apakah anda pernah mengalami masalah dengan perusahaan tempat anda
berkerja?

4. Apakah SBSI juga melakukan pendidikan kepada anggota? Pendidikan apa
saja yang sudah anda lakukan?

5. Apakah SBSI melakukan diskusi dengan anggota sebelum turun aksi
massa’?

6. Apa ada keterkaitan antara UMK dan tingkat kesejahteraan anda dan
keluarga?

7. Apakah dampak dari kebijakan umk bagi anda?

8. Apakah menurut anda dengan kenaikan UMK akan berdampak pada
kenyamanan bekerja?

9. Apakah dengan terbitnya peraturan gubernur terkait UMK Surabaya
membuat anda tenang apabila ada permasalahan terkait upah?

10. Apakah dengan umk 2.710 masih dirasa kurang bagi anda dan keluarga
dalam satu bulan? (Tolong uraikan berdasarkan kebutuhan sehari-hari)

11. Apakah anda puas dengan upah 2.710?

12. Apakah anda ikut aksi penuntutan UMK 2015 di Surabaya?

13. Apa yang membuat anda mau ikut dalam aksi massa didepan gedung
Grahadi tersebut?

14. Berapa kali anda ikut aksi demo didepan gedung grahadi?

15. Menurut anda, apakah aksi penuntutan UMK berguna atau tidak dilakukan?

16. Bagaimana anda mengetahui SBSI akan turun aksi? Dan bagaimana
pemobilisasian yang dilakukan SBSI?

17. Apa saja yang sudah dilakukan SBSI terkait pengupahan?

18. Bagaimana komunikasi anggota dengan pengurus SBSI ex ketua federasi,

korwil, dpp?
19. Apa sebenarnya tuntutan yang sebaiknya dibawa pada saat penuntutan
UMK 2015?
20. Menurut anda, apa saja hambatan yang dialami buruh dalam penuntutan
UMK 2015?
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tim 15
1. Apakah Tim 15 itu?
2. Apa fungsi dan tugas-tugas dari tim 15?
3. Berasal darimana saja anggota Tim 15?
4. Adakah syarat atau kriteria agar serikat buruh masuk kedalam anggota tim

15?

Mengapa anda dipilih menjadi Tim 15?

Sejauh mana peran Tim 15 pada pengupahan tahun 2015?

Apa perbedaan Tim 15 pada tahun 2015 dan tahun 2014?

Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan oleh anda atau Tim 15 pada saat

pengupahan?, adakah pertemuan tersendiri antar anggota tim 15?

9. Berapakah angka awal yang diupayakan oleh tim 15?

10. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?

11. Apakah ada diskusi sebelumnya antara anda dengan SBSI sebelum
mengajukan angka pada pengupahan 2015?
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12. Apa saja kepentingan buruh yang dibawa dalam ranah pengupahan 2015?

13. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pengupahan pada UMK 2015 hingga
dikeluarkan nominal yang telah disetujui kedua belah pihak?

14. Apakah anda juga berusaha memobilisasi teman-teman serikat buruh anda
untuk melakukan aksi massa?

15. Apa yang membuat anda yakin bahwa tuntutan upah anda disetujui
pemerintah?

16. Bagaimanakah kekuatan serikat buruh saat ini?

17. Apakah anda masih menemukan tindakan pelanggaran terkait UMK di
Surabaya?

18. Bagaimana peran pemerintah pada pengupahan 2015?

19. Apakah anda menjalin relasi terhadap pemerintah dan APINDQO?

20. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan APINDO sejauh ini?

21. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan pemerintah ex. Disnaker atau
lembaga terkait?

22. Apakah anda atau SBSI menjalin hubungan kerjasama dengan serikat buruh
lain dalam pengupahan 2015?
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DISNAKER KOTA SURABAYA
1. Apa peran dan tugas dari Disnaker dalam hal ini disnaker kota surabaya
dalam pengupahan 2015?
2. Apakah anda juga ikut dalam diskusi yang berlangsung antara APINDO dan
serikat buruh?
3. Instansi mana saja selain buruh yang terlibat dalam diskusi pengupahan
20157
4. Bagaimana pendapat anda melihat situasi ketenagakerjaan saat ini
khususnya disektor industrial?
Sebagian buruh meminta upah 3juta apakah menurut anda itu layak?
Bagaimana posisi disnaker saat diskusi pengupahan berlangsung?
Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?
Serikat buruh apa saja yang ikut dalam diskusi pengupahan?
Pada ranah dewan pengupahan apakah disnaker juga ikut melakukan
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survey?

10. Berapa kali disnaker mengikuti rapat dewan pengupahan?

11. Bagaimana proses rapat berlangsung?

12. Apa hasil yang disepakati pada saat rapat berlangsung?

13. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan disnaker dalam kaitanya
perburuhan atau hubungan industrial?

14. Apa tuntutan buruh kepada disnaker terkait pengupahan 2015?

15. Dari beberapa serikat buruh menilai disnaker lemah dalam fungsi
pengawasan, bagaimana langkah-langkah pengawasan terkait pengupahan
hingga sanksi?

16. Sanksi apa saja yang diterima oleh perusahaan jika tidak mentaati
pengupahan?

17. Kalau tidak salah disnaker juga memiliki penyidik, apa tugas dan fungsi dari
penyidik yang dimiliki disnaker?

18. Bagaimana bila perusahaan tidak mampu melakukan pengupahan?

19. Bagaimana prosesnya penangguhan upah?

20. Berapa kali disnaker melakukan pertemuan dengan apindo dan serikat
buruh?

21. Setiap tahun UMK Kota Surabaya naik, bagaimana disnaker menanggapi
hal ini?

22. Beberapa SB menginginkan perubahan sistem pengupahan agar demo UMK
tidak terjadi terus menerus, apakah anda sepakat dengan hal ini? Regulasi
apa yang sudah dibuat oleh disnaker surabaya terkait pengupahan?

23. Bagaimana prosedur yang dilalui hingga muncul nominal UMK?

24. Bagaimana hubungan disnaker dengan serikat buruh?

25. Bagaimana hubungan disnaker dengan APINDO?
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APINDO

Sektor apa saja yang bisa masuk ke dalam apindo?

apa tugas anda dalam dewan pengupahan?

Mengapa anda dipilih untuk mewakili apindo dalam proses pengupahan?
Apa perbedaan pengupahan 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya?

Apa yang diinginkan APINDO dalam pengupahan 2015? (re:goal)
Bagaimana suasana rapat dewan pengupahan berlangsung?

Bagaimana proses/prosedur survey yang dilakukan apindo?

Mengapa hasil rapat dewan pengupahan menjadi deadlock?
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Apakah APINDO juga mengadakan pertemuan dengan anggota untuk membahas

UMK 2015?

10. Apa yang ditempuh apindo terkait hasil dari UMK 2015?

11. Apa yang dirasakan sulit oleh APINDO dalam UMK 2015?

12. Apakah apindo mengetahui adanya pelanggaran normatif buruh yang dilakukan
perusahaan?

13. Menurut salah satu surat kabar, ada 17 perusahaan melakukan penangguhan upah
bagaimana APINDO menanggapi hal itu?

14. Bagaimana hubungan APINDO dengan serikat buruh?

15. Bagaimana hubungan APINDO dengan dinas pemerintah?

16. Pernahkah APINDO mengadakan pertemuan tersendiri dengan serikat buruh?

17. Bagaimana APINDO melihat perkembangan serikat buruh saat ini?
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Buruh

Sudah berapa lama bergabung di SBSI?
Latar belakang bergabung dengan SBSI?

Apakah anda pernah mengalami masalah dengan perusahaan tempat anda berkerja?
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Apakah SBSI juga melakukan pendidikan kepada anggota? Pendidikan apa saja yang
sudah anda lakukan?

Apakah SBSI melakukan diskusi dengan anggota sebelum turun aksi massa?

Apa ada keterkaitan antara UMK dan tingkat kesejahteraan anda dan keluarga?

Apakah dampak dari kebijakan umk bagi anda?
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Apakah menurut anda dengan kenaikan UMK akan berdampak pada kenyamanan

bekerja?

9. Apakah dengan terbitnya peraturan gubernur terkait UMK Surabaya membuat anda
tenang apabila ada permasalahan terkait upah?

10. Apakah dengan umk 2.710 masih dirasa kurang bagi anda dan keluarga dalam satu
bulan? (Tolong uraikan berdasarkan kebutuhan sehari-hari)

11. Apakah anda puas dengan upah 2.710?

12. Apakah anda ikut aksi penuntutan UMK 2015 di Surabaya?

13. Apa yang membuat anda mau ikut dalam aksi massa didepan gedung Grahadi
tersebut?

14. Berapa kali anda ikut aksi demo didepan gedung grahadi?

15. Menurut anda, apakah aksi penuntutan UMK berguna atau tidak dilakukan?

16. Bagaimana anda mengetahui SBSI akan turun aksi? Dan bagaimana pemobilisasian
yang dilakukan SBSI?

17. Apa saja yang sudah dilakukan SBSI terkait pengupahan?

18. Bagaimana komunikasi anggota dengan pengurus SBSI ex ketua federasi, korwil,
dpp?

19. Apa sebenarnya tuntutan yang sebaiknya dibawa pada saat penuntutan UMK 2015?

20. Menurut anda, apa saja hambatan yang dialami buruh dalam penuntutan UMK 2015?

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
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Dewan Pengupahan
1. Apayang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
Sejak berapa lama anda masuk ke dalam dewan pengupahan?
Bagaimana mekanisme penetapan UMK?
Pada tahun 2014, semua aliansi dan serikat buruh dijawa timur melakukan aksi demo
apakah anda ikut atau sekedar mengetahui?
5. Apa saja unsur dari dewan pengupahan?
6. Apayang melatarbelakangi anda masuk kedalam dewan pengupahan?
7. Apakah tugas dewan pengupahan hanya sebatas survey pasar?
8
9

Hwn

. Apa saja langkah-langkah yang digunakan dewan pengupahan?
. Apa fungsi dari dewan pengupahan?

10. Berapa jumlah anggota dewan pengupahan?

11. Dari pihak mana yang membuat alot dalam survei?

12. Apa saja yang di diskusikan pada dewan pengupahan?

13. Apa yang anda upayakan pada dewan pengupahan tersebut?

14. Bagaimana proses dari pengupahan 2015 mulai awal mula hingga angka final
dihasilkan?

15. Siapa saja yang hadir pada saat diskusi dewan pengupahan berlangsung?

16. Apakah posisi pemerintah pada saat itu menengahi?

17. Sebenarnya apa yang melatar belakangi aksi massa timbul padahal UMK telah
diupayakan dewan pengupahan dan sudah ada aturan-aturan yang jelas?

18. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap lembaga pemerintah yang
ikut dalam kebijakan pengupahan 2015? Hubungan komunikasi tersebut mencakup
apa saja?

19. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap APINDO? Hubungan
tersebut meliputi apa saja?

20. Apakah isu pengupahan menjadi hal yang sangat penting bahkan anda mau ikut
memperjuangkan pada dewan pengupahan?

21. Adakah strategi tertentu atau cara yang anda nilai cukup efektif untuk membuat angka
yang anda usulkan disetujui dalam ranah dewan pengupahan?

22. Hambatan atau kendala apa saja yang anda terima atau ketauhi terkait dengan isu
pengupahan?

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DISNAKER KOTA SURABAYA

1. Sudah berapa lama anda ikut dalam proses pengupahan?

2. Apa peran dan tugas dari Disnaker dalam hal ini disnaker kota surabaya dalam
pengupahan 2015?

3. Apakah anda juga ikut dalam diskusi yang berlangsung antara APINDO dan serikat

buruh?

Instansi mana saja selain buruh yang terlibat dalam diskusi pengupahan 2015?

Bagaimana pendapat anda melihat situasi ketenagakerjaan saat ini khususnya disektor

industrial?

6. Sebagian buruh meminta upah 3juta apakah menurut anda itu layak?

7. Bagaimana posisi disnaker saat diskusi pengupahan berlangsung?

8. Apayang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?

9. Serikat buruh apa saja yang ikut dalam diskusi pengupahan?

10. Pada ranah dewan pengupahan apakah disnaker juga ikut melakukan survey?

11. Berapa kali disnaker mengikuti rapat dewan pengupahan?

12. Bagaimana proses rapat berlangsung?

13. Apa hasil yang disepakati pada saat rapat berlangsung?

14. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan disnaker dalam kaitanya perburuhan atau
hubungan industrial?

15. Apa tuntutan buruh kepada disnaker terkait pengupahan 2015?

16. Dari beberapa serikat buruh menilai disnaker lemah dalam fungsi pengawasan,
bagaimana langkah-langkah pengawasan terkait pengupahan hingga sanksi?

17. Sanksi apa saja yang diterima oleh perusahaan jika tidak mentaati pengupahan?

18. Kalau tidak salah disnaker juga memiliki penyidik, apa tugas dan fungsi dari penyidik
yang dimiliki disnaker?

19. Bagaimana bila perusahaan tidak mampu melakukan pengupahan?

20. Bagaimana prosesnya penangguhan upah?

21. Berapa kali disnaker melakukan pertemuan dengan apindo dan serikat buruh?

22. Setiap tahun UMK Kota Surabaya naik, bagaimana disnaker menanggapi hal ini?

23. Beberapa SB menginginkan perubahan sistem pengupahan agar demo UMK tidak
terjadi terus menerus, apakah anda sepakat dengan hal ini? Regulasi apa yang sudah
dibuat oleh disnaker surabaya terkait pengupahan?

24. Bagaimana prosedur yang dilalui hingga muncul nominal UMK?

25. Bagaimana hubungan disnaker dengan serikat buruh?

26. Bagaimana hubungan disnaker dengan APINDO?

o &

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam Menuntut Kenaikan
Upah Minimum Kerja Tahun 2014-2015 di Kota Surabaya
(DPRD Kota Surabaya)
Rumusan Masalah :
1. Bagaimana strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam menuntut
kenaikan Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia dalam Menuntut Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?

Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana DPRD kota surabaya melihat pertumbuhan industrialisasi surabaya?

2. Apa saja peran DPRD Kota Surabaya dalam proses UMK 2015?

3. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Surabaya terhadap Surat Edaran Gubernur
N0.560/20059/031/2014 yang merubah 3 komponen KHL?

4. Regulasi apa saja yang telah dibuat DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan
kesejahteraan buruh?

5. Apakah DPRD Kota surabaya juga melakukan tindakan pengawasan pengupahan?

6. Bagaimana tanggapan DPRD melihat usaha kecil menengah yang tidak mampu
membayar upah sesuai UMK padahal peraturan sudah terbit?

7. Apakah DPRD juga menerima pengaduan terkait pengupahan?

8. Apakah anda setuju proses penuntutan oleh serikat buruh terjadi setiap tahunnya?

9. Kendala apa yang dirasakan pemerintah dalam hal ini DPRD dalam proses

pengupahan/kebijakan upah?
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Ketua Federasi
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SKRIPSI

Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?

Sudah berapa lama anda masuk kedalam KSBSI?

Apa tugas dan fungsi seorang ketua federasi?

Apakah anda mengikuti proses penuntutan pengupahan 2015?

Apakah anggota anda juga mengalami ketidakadilan sebelumnya sehingga masuk
kedalam KSBSI?

Bagaimana anda mengetahui bahwa KSBSI akan turun aksi untuk pengupahan 2015?
Bagaimana cara anda dalam mengorganisir anggota untuk ikut aksi massa?

Apa yang anda instruksikan kepada anggota?

Apakah anda juga berkoordinasi dengan federasi lain yang tergabung dalam KSBSI
sebelum agenda aksi?

Apa yang biasanya dibahas dalam rapat aksi tersebut?

Berapa jumlah anggota yang tergabung dalam federasi anda?

Apakah korwil mengintruksikan untuk harus menggelar aksi massa pada pengupahan
20157

Apakah menurut anda buruh harus masuk kedalam serikat buruh?

Apakah menurut anda isu pengupahan itu penting untuk diupayakan setiap tahun?
Apakah tujuan atau kepentingan buruh sebenarnya dalam pengupahan 2015?

Apakah anggota federasi anda tidak takut terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
UMK 2015, PHK mungkin?

Apakah hambatan atau kesulitan yang anda rasakan pada pengupahan kali ini?
Apakah upah 2,7 sudah memenuhi kebutuhan buruh?

Apakah saat ini terdapat permasalahan terkait pengupahan yang dialami oleh anggota
anda?

Bagaimana peran serikat dalam hal advokasi?

Apakah KSBSI juga menjalin kerjasama dengan serikat buruh lain? Dengan
manasaja?

Bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan dalam federasi anda?
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Tim 15
1. Apakah Tim 15 itu?
2. Apa fungsi dan tugas-tugas dari tim 15?
3. Berasal darimana saja anggota Tim 15?
4. Adakah syarat atau kriteria agar serikat buruh masuk kedalam anggota tim 15?
5. Mengapa anda dipilih menjadi Tim 15?
6. Sejauh mana peran Tim 15 pada pengupahan tahun 2015?
7. Apa perbedaan Tim 15 pada tahun 2015 dan tahun 2014?
8. Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan oleh anda atau Tim 15 pada saat

pengupahan?, adakah pertemuan tersendiri antar anggota tim 15?

9. Berapakah angka awal yang diupayakan oleh tim 15?

10. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?

11. Apakah ada diskusi sebelumnya antara anda dengan SBSI sebelum mengajukan angka
pada pengupahan 2015?

12. Apa saja kepentingan buruh yang dibawa dalam ranah pengupahan 2015?

13. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pengupahan pada UMK 2015 hingga
dikeluarkan nominal yang telah disetujui kedua belah pihak?

14. Apakah anda juga berusaha memobilisasi teman-teman serikat buruh anda untuk
melakukan aksi massa?

15. Apa yang membuat anda yakin bahwa tuntutan upah anda disetujui pemerintah?

16. Bagaimanakah kekuatan serikat buruh saat ini?

17. Apakah anda masih menemukan tindakan pelanggaran terkait UMK di Surabaya?

18. Bagaimana peran pemerintah pada pengupahan 2015?

19. Apakah anda menjalin relasi terhadap pemerintah dan APINDO?

20. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan APINDO sejauh ini?

21. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan pemerintah ex. Disnaker atau lembaga
terkait?

22. Apakah anda atau SBSI menjalin hubungan kerjasama dengan serikat buruh lain

dalam pengupahan 2015?
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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN |
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA FENANGGUHAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Menimbang

Mengingat

SKRIPSI

a.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 'I‘Enaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah
Minimum dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nornor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras
Nomor KEP. 231/MEN/2003 ‘cntang Tata Cara
Penangguhan  Pelaksanaan Upah  Minimum, perlu
menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
63 Tahun 2012 tentang Tata Coara Penetapan dan
Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa, Timur ;

bhahwa schubungan dengan maksud tersebut pada huruf a,
periu menetépkan kembali Tata Cara Pehetapan Upah
Minimum Kabupaten/Xota dan Upsh Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Pera“uran
Gubernur Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh {Lembaran Negara Tahun 2000
Nomer 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); .
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang -
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279},

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan
Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang

STRA‘IPE%%%II:IiIPEtDaE%ESIIl seRES TR desirthasan  Negaraw chadhwmo 2008

INDO

WAL AR ERaRTRLEA R s Pba v MNe gara Nomor 4844);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun: 2007 ntang
Pembagian Urusan Pemerintahan antamPcmcnntah,
Pemerintah Daerah  Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737} : L
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum; " |

‘
¥

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-O01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum; | |

7. Peraturan Menteri Tenaga Kexja dan Trans migrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Peleksanaen Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN /KOTA DAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.

2. Gubernur adalah Guberniur Jawa Timur, ,

3. Dewan Pengupshan Provinsi Jawa Timur dan Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suaty lembaga non
struktural yang bersifat Tripartite. .

4. Upah Minimum Ksbupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
UMK adalah nilai Upah Minimum yang beriaku di
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TAROL pan
STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTAROUpah
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5. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kpta-.yang?“-’éé;,lépjﬁmya '
disingkat UMSK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku
secara sektoral di Kabupaten/Kota di vawa Timur, L.

6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seklor adalah Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup
secara sektoral,

7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yg belum membentuk
Sektoral tidak dapat mewakili dalam perundingan UMSK.

8. Asosiasi Perusahaan adelah gabungan perusahaan-
perusahaan sejenis . , |

S. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS adalah Lernbags
Pemerintah Non Departemen yang mempunyai fungsi polak
s¢bagai panyedia data statistik dasar.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata Care Penetapan UMK dan UMSK serts Penangguhan
UMK di Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman/
petunjuk pelaksanasn dalam memproses usulan penctapan
UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timr.

{2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

a, Agar dalarn  penetapan UMK dan UMSK  serta
penangguhan UMK di Jawa Timur tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Agar ada kesamaan pemahaman tentang ketentuan dan
tata cara/mekanisme penetapasn UMK dan UMSK serta
peaangguhan UMK di Jawa Timur.

BAB il
MEKANISME PENETAPAN UMK

Pasal 3

(1) Dalam menentukan besaran nitai UMK, Dewen Pengupahan
Kabupaten/Kota membentuk Tim Survey dan membuat Tata

— R—

Tertib Survey. , —

(2) Dewan Pengupahan Kabupaten/Xota scbagaim'ana dimaksud
pada ayat (1}, menentukan parameter survey dan obyek
survey dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERAS| SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORé) T
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM (3) Timm
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015




[ i=Yas|

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(3} Tim  Survey schagaimana  dimaksud pada ayat. _:_[1);
keanggotaannya terdiri dari unsur Serikat Pckerjg}_ﬁhniﬁgf
Buruh (SP/SB), unsur Asosiasi Fengusaha Indonesia
(APINDO}, unsur Pemerintah, dan unsur Perpuruan Tinggi/
Pakar dengan mengikut scrtakan Badan Pusat Statistik
setempat. (R

(4) Anggota Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dalam melakukan survey harus memahami dan méngetahui
metode survey serta mentaati tata terib yang ditetapkan.

(5) Hasil Survey sebagaimana dimaksud pada  ayat .(4),
ditetapkan sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak {KHL) oleh
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam
Berita Acara dan ditandatangani oleh Anggota Tim Survey
yang mewakili masing-masing unsur, '

(6} Dalam hal tidak semua unsur terwakili, penandafangman
dapat dilakukan oleh Ketua Tim Survey dan Ketua Dewan
Pengupahan” Kabupaten/Kota serta Sekretaris Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Pembahasan usulan . besaran nilai UK  oleh Dewan
Pengupahan Kabupaten /Kota dilakukan secara musyawarah
mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota
dengan mempertimbangian :

a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;-

k. Nilai UMK Tahun sebelumnya ;

¢. Perhitungan inflasi di dasarkan pada asumsi nflas]
RAPBN tahun berikutnya ;

d. Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang
paling tidak mampu (marginal) di Kabupaten/Kota :

€. Kondisi Pasar Kerja ;

f. Kemampuan Pemsahaaf_.l};;,_

g Produk Domestik Regional Bruto {PDRB]. :

(4) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan
Kabupaten/Xota yang mewakili 3 (Higa) unsur yang terdiri
dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan- Pemerintah, apabile
salah satu unsur tidak bergedia membubuhkan tanda tangan
dalam berita acara maks cukup ditanda tangani oleh Ketua
dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta
Badan Pusat Statistik. ' '

=T R VITANE == e e
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(3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat_dilakukan
oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka 'Bupati/
Walikota mengambil Keputusan atas dasar pertimbangan
Badan Pusat Statistilk setempat,

(4) Besaran rekomendasi usulan nilai UMK minimal sama
dengan KHL dan /atau nilaji UMK tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1) Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi usulan nilai
UMK satu angka kepada Gubernur dengan tembusan kepada
ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur,
dilampiri ;

a. Berita Acara Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;

b. Berita Acara hasil pembahasan Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota ;

¢. Rekap hasil KHL dari 3 (tiga) pasar yang disurvey ;

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

¢. Inflasi/Indeks Harga Konsumen (IHK).

(2) Usulan nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan ketentuan dan Jadwal waktu sampai batas
akhir yang ditentukan.

(3) Apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan UMK
sampai batas waktu akhir yang ditentukan, maka Gubernur
Jawa Timur memberikan peringatan sesuaj rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi.

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak
dipenuhi sampai dengan saat peringatan terakhir, maka UMK
Daerah tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan
menggunakan nilai UMK tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membahas dan menentukan
nilai UMK di Jawa Timur dengan memperhatikan usulan
Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur.,

(2) Usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan
Dewan Pengupahan Provinsi sebagai dasar pertimbangan
Gubernur untuk menetapkan nilai UMK,

(3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulaj
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

ARI DWIANTORO
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BAB IV
EEWEWRWMWWPEMAM@ME‘ PENETAPAN UMSK

Pasal 7

Untuk menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/
Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat
melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi
mengenai .

a. Homogenitas perusahaan. ;

h. Jumlah perusahaan ;

¢. Jumlah tenaga kerja ;

d. Devisa yang dihasilkan ;

e. Kemampuan perusahaan ;

f. Asosiasi perusahaan ;

g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor terkait ;

Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud ayat (I}
menentukan sektor unggulan berpedoman pada Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha [ndonesia (KBLUI} melalui penelitian
dan pembahasan, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Asosiasi Perusahaan. dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.

Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diusulkan kepada Bupati/Walikota melalui Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota.

Apabila di Kabupaten/Kota setempat tidak terdapat Asosiasi
Perusehaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor maka
Proses Penetapan UMSK tidak dapat diusulkan kepada
Bupati/Walikota.

Pasal 8

Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian terhadap
Berita Acara Kesepakatan antarsa Asosiasi Perusahaan dengan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Secktor yang bersangkutan
mengenai besaran nilai UMSK, atas usulan Bupati/Walikota
dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa
Timur. - '

Apabila tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi
Perusahsan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Secktor
yang bersangkutan mengepai besaran nilai UMSK maka
Bupati/Walikota tidak dapat mengustilkan UMSK kepada
Gubernur.

Pasal 10

ONINIT Ol
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Pasal 9

(1) Gubernur dalam menetapkan UMSK harus memperhati,
usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertjmbangé"

~ Dewan Pengupahan Provinsi. -

(2) UMSK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaly sejak tanggal
ditetapkan, 5

BAB IV 9
PENANGGUHAN UMK

Pasal 10

(1) Perusahaan yang tidak mampy melaksanakan UMK dapat
mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah

(2) Permohonan Peénangguhan pelaksanaan Upah Minimum
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diajukan oleh
pengusaha kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerig,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsj Jawa Timur paling
lambat 10 (sepuluh) hari' sebelum tanggal berlakunya Upah
Minimum. :

(3) Permohonan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimnum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan :
a. Naskah as]j kesepakatan tertulis antara pengusaha

dengan serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan :

b. Laporan kevangan perusahaan yang terdiri dari neraca
perhitungan rugi/laba beserta p:r:jclasan-penjelasannya
untuk 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh
akuntan publik, kecuali perusahaan yang beroperasi
belum mencapai 2 (dua) tahun maka selama Perusahaan
beroperasi

c. Salinan gkte Pendirian perusahaan :
d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;

e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/

buruh yang dimohonkan Penangguhan pelaksanaan Upah
Minimum : dan

serikat buroh malks kesepakatan tertylis antara pengusaha

. E ) N o -
dengan pekeda/buruh g pPerusahaan SCbanyalf\R%c\/}v|AﬁTo§o*

d@&ﬁ%%%%&ﬁ@é%hwmg%ﬁé Perusahaan |
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(6) Gubernuyr menetaplkan penolakan

Penangguhan
pelaksanay .,
memperhatilkan saran dan pzrtj Upah Minimy

M dengan

BAB v
KETENTUAN LAIN - Lary

Pasal 11

Ketentuan lebih lami
anjut mengenaj i
Gub e & teknis pelaks
SMur ini dithangkan dalam Surat'Edaianakgizaan Feraturan
Cmur. 'y

BAR V]
KETENTUAN PENUTUP

" Pasal 12

Perammn Gub .
) crour jp; -~
diun dangkan, Nt mujag berlakuy pada tanggal

Pengundan mengetahuinyg )
an P ' mem

g eraturan Gubernur ini dengan penemermtahkan

' pPatannya,

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERI
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Diundangkan dj Surabaya
Pada tanggal 24 Maret 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

S Tingkat I

. . NIP 19640319 198903 1 Odl

BERITA D,
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 16 SERI E

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN

Menimbang

SKRIPSI

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR,

a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang
Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerija
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP.231/MEN/2003, dan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015, serta
memperhatikan permohonan penangguhan pelaksanaan
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
2015 dart 95 (Sembilan puluh lima) perusahaan, maka
setelah dilakukan penelitian administrasi, pengkajian dan
pengecekan lapangan ke masing-masing perusahaan
pemohon penangguhan oleh Tim yang terdiri dari unsur
Pekerja dan Pemerintah kemudian ditindaklanjuti rapat
pienc dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur,
dan merckomendasikan persetujuan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun
2015 kepada 80 (delapan puluh} perusahaan dan
menolak 15 (lima belas) perusahaan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penangguhan
dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950};

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh {Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor &, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum,;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrast
Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1/2006 tentang
Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan  Transmigrasi Republik  Indonesia Nomor
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tzhun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Timur {Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian
dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2008,

12. Peraturan

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah
Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN
PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA
TIMUR TAHUN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Persetujuan Penangguhan
dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

Pasal 2

(1) Membenkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
2015 terhadap 80 (delapan puluh) perusahaan di Jawa
Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.

(2) Menolak Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 terhadap
15 (lima belas) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 3

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan Keputusan ini kepada perusahaan-
perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Jghuari 2015

AWA TIMUR

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Januari 2015

7 BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5, SERI E.

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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LAMPIRAN [ PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR - 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 JANUARI 2015

TENTANG : PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN
PENOLAKAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN
2015

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

JUMLAH
WAKTU
NG. NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN JENIS USAHA TENAGA KERJA YANG PENANGGUHAN KETERANGAN
DITANGGUHKAN

1 2 3 4 5 6

1 PT. BAMBOQE INDONESIA Industni Pengolahan 88 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Kedinding Tengah II No. 8A Bumbu Masakan 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kota Surabaya {12 bulanj Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-

2 PT. BHIRAWA STELL Pembuatan 266 1 Januari s/4d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Margomulyo No. 6 Tandes Besi Beton 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Burub
Kota Surabaya (12 bulan] sebesar Rp. 2.200.G00,-

3 UD. WIRE ZIPPER Usaha Dagang 23 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
J1. Kalijudan Madya 1 No. 2 Kota Surabaya Elastis 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.

(12 bulan) 2.400.000,-

4 CV. DARMO LESTAR] SENTOSA Usaha Perdagangan 158 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
J1. Embong Malang No. 39 - 43 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh untuk Cabang
Kota Surabaya {12 bulan) Surabaya Rp. 2.200.000,- dan Cabang Kediri Rp. 1.200.000,-

5 PT. WETA CIPTA RAMANDA (HOTEL WETA)] Jasa Perhotelan a1 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja. sesuai
Jalan Genteng Kali 3-11 Kota Surabaya 31 Desember 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

(12 bulan) sebesar Rp. 2.200.000,-

6 PT. GUNUNG MAS SUMANCO Industri Mainan 41 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Kalilom Lor Bamu [I1/25-27 Anak-Anak 31 Desember 2015 | denpan kesepakatan antara pengusaha denpan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kota Surabaya {12 bulan) untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 2.200.000,- butan Juli s/d bulan

Desember sehesar Ep. 2.300.000,-
7. CV. BEAUTY KASATAMA
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
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1 2 _ 3 1 5 3

7 CWV. BEAUTY KASATAMA Industr 104 I Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wapb membayar upah pekena sesuai

Jalan Kapasan No. 119 Kota Surabaya Alat Kesehatan 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh untuk bulan
(12 bulan) Januari s/d Juli sebesar Rp. 2.200.000,- bulan Agustus s/d bulan Desember
gehezar Rp. 2400000 -

8 CITRA CEMERLANG Jasa Body Repair & 23 1.JJanuarn s/d a Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Raya Jemursan 22 Kota Surabava Oven Pamnting 31 .Juli 2015 dengan kescpakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Senkat

7 bulan} Buruh bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp. 2.400.000,
b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.71¢.000.-

9 PT. SURYA INDOMETAL SEMESTA Indusri Pembuatan 118 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai

Jalan Panggung XI No. 9 Kota Surabaya Cetakan Kue 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
(12 bulan] Tahun 2014 sebesar REp. 2.200.000 -

10 UD. KALI BRANTAS Industr Air Beku 190 1 Januari s/d Selama penangpuhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Mastrip Kedurus No. 47 31 Desember 2015 | demngan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kota Surabaya {12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-

11 PT. TANJUNG TIARA Industri Alas Kaki 576 1 Januar s/d Selama pcnangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Tanjungsari 23 Kota Surabaya 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomeor 78 Tahun 2013 tentang UMK

{12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-

12 V. CAHAYA TERANG ABADI Industei Alas Kaki 170 1 Januari s/d Selama penanggithan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Margomulyo Indah 1 Blok C.02 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha denpan Pekerja/Buruh sebesar  Rp.
Kota Surabava (12 bulan} 2.300.000,-

13 PT. WANGTA AGLING Industn Alas Kaki 800 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Tanjungsari 40 C Kota Surabaya 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sehesar Rp.

{12 bulan) 22000040, -

14 PT. INDOPLAST MAKMUR Industri Atas Kaki 2,202 1 Januari s/d 2. Selama penangguhan pengusaha wapb membayar upah pekerja sesuai
Jalan Mayjend Sungkono 61 - 65 30 November 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat
Kabupaten Gresik (11 bulam Buruh bulan Januan s/d bulan November sebesar Rp. 2.300.000,- dan per

3 bulan dilakukan perundingan upah
b. Mulai bulan Desember 2015 pengusaha harus membayvar UMK Tahun
2015 sesuai denpan Peraturan Guberniur Jawa Timur Nomor 72 Tahun
2014 sebesar Rp. 2.¥07.500 -
15, PT_LANGGENG JAYA PLASTINDO
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
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15 PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO Indusm 162 1 Januan s/d Selama penangenhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Raya Kedamean No. 16 Daur Ulang Plastk 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Gresik {12 bulan) 2.305.000,-

16 PT. IGLAS {Perserq) Industni 452 1 Januan sfd Selama penangguhan pengusaha wajih membayar upah pekega sesua
Jalan Kapten Darmosugondhe, Segoromadu Manufacturing 3] Desember 2015 | dengan Kesepakatan antara pengusaha dengan Serilkrat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Gresik {12 bulan) sebesar Rp. 2.195.000 -

17 PT. ROYAL ORIENTAL RAPLASTEX Industri Textile 525 1 Januari s/d Selama penangeuhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Raya Krnikilan KM. 27,5 Driyorejo 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Gresik {12 bulam) sebesar Rp. 2.200.000,-

18 PT. EVAPRATAMA INDOJAYA Indusiri 180 1 -Januari s/d Selama perangguhan pengtsaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Driyorejo KM 25 No. 310 Alas Kaki 31 Desember 2015 | denpgan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Gresik (12 buian} sebesar Rp. 2.306.000 -

19 PT. MEDHA TEKNIKA General Contractor 69 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Panglima Sudirman Ruko Dinari & Supplicrs 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Blok E Sidokumpul, Kabupaten Gresik {12 bulan) 2.195.000,-

20 FT.ALUMADA ARTHA PRIMA Penyedia 41 1 Januan s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajlb membayar upah pekerja sesuai
Taman Suko Asri Blok Ff33 RT. 30 RW. 08 Jasa Keamanan 31 .Jul 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Burub bulan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo {7 bulan} Januari s/d bulan Juli sebesar Rp 2.200.000,-

b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.710.000, -

21 PE. ODE CIPFTA SEMESTA Industri BO 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesvai
Jalan Smgomenggolo Ds. Sidemulye Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Raya Buduran km. 20 Kabupaten Sidoarjo (12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp- 2.190.000,-

22 PT. RAJAPAKSI ADYAPERKASA Industri 750 1 Januar s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Candi No. 20 Alas Kala 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Tiraur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kabupaten Sidoarjo {12 bulan} Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-

23. PT. KHARISMA INDONESIA
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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23 PT. KHARISMA INDONESLA Indusiri 700 1 JJanuari s/d Selama penangpuhan peagussha wa)ib membayar upah pekena sesuad

Jalan Raya Candi No. 20 Kabupaten Sidoarjo Alas Kaki 3] Desember 2015 | dengan Peraturap Gubernur Jawa Timur Nomor ¥8 Tahun 2013 tentang UMK
(12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-

34 PT. VICTORY ROTTANINDO Industn Furniture 37 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jatan Kesatrian No. 9 Buduran 31 Desember 2015 [ dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Sidoagjo (12 bulan} 2.275.000,-

25 PT. BINTANG BARISAN TUJUH Industri 89 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wagib membayar upah pekerja sesuai
Kawasan Industri Blok B No. 3-8 Manufaktur 31 Desember 2015} dengan kescpakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Ds. Jeruk Legi, Balongbendo, Kertas Kain {12 bulan} 2.190.000,-

Kabupaten Sidoarjo untuk Hajatan

26 PT. RHINO MEGA MULTI PLAST Industri 297 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerfja sesuai
Jalan Industri Blok F No. 1-6 Ds. Jeruk Leg Plastik 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar Rp.
Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (12 bulan} 2.190.000,-

o7 PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES Industri 67 1 Januari s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesnai
Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km. 24 Kayu Olahan 30 Jumi 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat
K Kabupaten Sidoarjo {6 bulan) Buruh untuk bulan .Januan sfd Februari sebesar Rp. 2.250.000,- bulan

’ Maret s/d April sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Mei s/d Juni sebesar Rp.
2.550.000,-
b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tunur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.705.000,-

28 CV. SENTRAL BESI PRATAMA Toko Besi 62 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar vpah pekerja sesuai
Jalan Raya Tamen 8 Sepanjang, 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kabupaten Sidoarjo (12 bulan) Tahun 2014 sehesar Rp. 2.200.000,-

ag PT. JAYKAY FILES INDONESIA Industri 669 1 Januarn s/d 2. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Sukedono Gedangan Kikir dan Mata Bor 31 Agustus 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Peketrja/Serikat
Kabupaten Sidoarjo {8 bulan) Buryh bulan Januari s/d bulan Agustus sebesar Rp 2.450.000,-

b. Mulai bulan September 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun
2015 sesuai dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomer 72 Tahun
2014 sebesar Rp. 2.705.000,-
30. PT. SALIM BROTHERS PERKASA
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM -
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015




Konsul at Cabang FSPM Sur abaya

ADLN - Perpustakaan Unive’rs§a§ Airlangga

1 2 3 3 5 6

30 PT. SALIM BROTHERS PERKASA industri G023 1 Januan s/d Selama pepangguhan pengusaha waib membavar upah prkega sesuai
Jalan Raya Pabean Sedat 79 Alas Kala 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomeor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kabupat-_en Sidoarjo {12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-

31 HOTEL BANDARA Jaza 67 1 Januard s/d a. Selama penanpgguhan pengusaha wajib membayar upah pckerja sesuai
Jalan Juanda Kabupaten Sidoarjo Perhotelan 30 April 2015 dengan kesecpakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar

b. Mulai bulant Me: 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesual dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.705.000,-

22 [ PT. NAMYOUNG INDONESIA Industri 268 1 Januari s/d Selama penangguban pengusaba wapb membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Sawocangking No. 9 {belakang) Tali 21 Desember 2015 | dengan kesepalkatan antara pengusaha dengan pekerja/burch sebesar
W Kabupaten Sidoario (12 bulan) bulan Januar s/d bulan April Rp. 2.290.000,-, bulan Mei s/d bulan Agustus

onoayu, Kabup aL Rp. 2.390.000,-, bulan September s/d bulan Desember Rp 2.490.000,-.

33 PT. YOUNG TREE INDUSTRIES Industri 3760 1 Januarn s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekera sesuai
Jalan Raya Banar RT.07/RW.02 Ketimang Alas Kaki 30 Novernber 2015 dengan kescpakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan
Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo (11 bulan) Januan s/d bulan Movember sebesar Rp 2.200.000,-

, b. Bulan Desember 2015 pengusaha hams membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tirmur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.705.000,-

34 PT. ANGGIOMULTIMEX Industri 650 1 Januari s/d Selama penanggnhan penpgusaha wajib membayar upah pekerja sesuai

Jalan Raya Lebo No. 3 Kabupaten Sidoarjo Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
{12 bulan) dan pekerja/buruh sebesar Rp. 2.200.000 -

a5 FT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk Industri 579 1 Januarni s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Pahlawan Ds. Cemengkalang Kemasan 30 Juni 2015 dengzn kesepakatzn antara pengusaha dengan Serikat Pekera/Senikat
Kabupaten Sidoarjo (& bulan) Buruh bulan Januari s/d Juni sebesar Rp 2.500.000,-

b. Mulai bulan Juli 2015 penpusazha harns membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.705.000,-
36. PI. GOLDEN STEP INDONESIA
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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36 PT. GOLDEN STEP INDONESIA [ndustni 892 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
J. Raya Pilang KM. 8 Dsn Rame RT.20/RW.10 Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nemor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Ds. Pilang Woncayu Kabupaten Sidoarjo {12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000.-

37 CV. KARINDO PUTRA JAYA Indusm 200 1 Japuan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
By Pass Krian Balongbendo Km. 17 Krian Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Sidearjo (12 bulan) 2.190.000,~.

38 PT. WIDAYA INTI PLASMA Industyi 313 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jalan Industri Bringin Bendo No. 8 Alas Kaln 21 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 teatang UMK
Kabupaten Sidearjo {12 bulan) Tahun 20314 sebesar Rp. 2.190.000 -

39 | PT. CIPTA KARYA BUANA Industn 900 1 Januari sfd Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya By Pass km. 32 Semawut Alas Kaki 3] Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Balongbendo, Kabupaten Sidearjo {12 bulan) 2.200.000,-.

40 PT. TIRTADAYA ADI PERKASA Industr: 110 1 Jannari s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Kebonsari Ds. Legok Gempol Alas Kaki 30 Juni 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat
Kabupaten Pasuruan {6 bulan) Buruh untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 2.200.000,-

b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000.-

41 PT. KARYAMITRA BUDI SENTOSA Industri 7.383 1 Januari s/fd a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Gunung Gangsir 1A Ds. Negosari Alas Kalka 31 Maret 2015 dengan kesepakatan antara pengussha dengan Serikat Pekerja/Serikat
Pandaan, Kabupaten Pasuruan {3 bulan) Buruh bulan Januari s/d Maret sebesar Rp. 2.350.000,-

b. Mulai bulan April 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

42 PT. BERKAT GANDA SENTOSA (Ltd) Industri 2.244 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Gunung Gangsir Ds. Randupitu Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serkat Buruh
Gempol, Kabupaten Pasuruan (12 bulan} sebesar Rp. 2.200.000,-

43. PT. SHOU FONG LASTINDO
SKRIPSI

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO
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43 PT. SHOU FONG LASTINDO Industri 1.017 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Panderejo Ds. Legok Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Getpol, Kabupaten Pasuruan {12 bulan) 2.190.000,-

44 PT. MANDIRI MAHA MULIA Industi 28 1 Januari s/d Selama penapgguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Kelurahan Purwosari RT. 06/RW. 03 Rokol Kretek 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekegja/Buruh minimal
Purwosan, Kabupaten Pasuruan {12 bulan) sesuai dengan UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000 sedangkan yang

i diatas UMK Tahun 2014 maka dibayarkan sesuai dengan kesepakatan,-

45 | PUSAT KOPERASI INDUSTRI SUSU Industri ol 1 Januari s/d Selama penanggnhan pengusaha wajib membayar upah pekerja scsuai
SEKAR TANJUNG JAWA TIMUR Susu 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekernja/Buarub sebesar Rp.
Jalan Raya Puntir Ds. Martapura, Purwosari (12 bulan| 2-190.000,-

Kabupaten Pasuruan

16 PT. PURINDO ILUFA Industri 208 1 Januari s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Kelurahan Purwosari RT.05/RW .06 Rokok Kretek 31 Oktober 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekepa/Buruh minimal
Purwosari, Kabupaten Pasuruan {10 bulan) sesual dengan UMK Tahun 2(14 bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp.

’ 2.190.000 sedangkan yang diatas UMK Tahun 2014 maka dibayarkan
sesuai dengan kesepakatan, -
b. Mulai bulan November 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

47 PT. DELTA SURYA TEXTILE Industri 474 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesunai
J1. Lingkar AMD Ds. Purwodadi Pemintalan Benang 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kabupaten Pasuruan {12 bulan) Tahun 2014 sebesar Kp. 2.190.000,-

48 PT. BUKIT WELIRANG INDAH FINNA Jasa 263 1 Januan s/d 31 a. Selama penangguhan penpusaha wajib membayar upah pekeria sesuai
GOLF & COUNTRY CLUB RESORT September 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan
JL. Raya Barsari Prigen {9 bulan) Januari s/d September sebesar Rp 2,445 000 -

Kabupaten Pasuruan b. Mulai bulan Cktober 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesual dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-
49. PT. ANGKASARIA INDAH ABAD]
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM

KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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19

PT. ANGKASARIA [INDAH ARADI
JI. Raya Surabaya-Malang KM. 37
Ds. Karang Rejo Kec. Gempol
Kabupaten Pasuruarn

industri Garmen

274

1 Januar s/d
31 Desember 2015
(12 bulan)

Selama penangguhan pengusaha wapb membayar upah pekerja sesuai
dengan kesepakatan antars pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh sebesar Rp. 2.380.000,-

50

PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA
Ds. Winong Kec. Gempol,
Kabupaten Pasuruan

Industri Alas Kaki

344

1 Januari s/d
30 November 2015
{11 bulan)

a. Selama penangpuhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekena/Serikat
Buruh bulan Januari 8/d November sebesar Rp 2.500.000,-

b. Bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubemur Jawa Timir Nemor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

51

PT. KREASI INDAH CEMERLANG
Dsan. Bumbungan No. 8 Ds. Sumber Sukoe
Gempol, Kabupaten Pasuran

Indusint Moulding

33

1 Januari s/d
31 Desember 2015
{12 bulan)

Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekena/Buruh sebesar Rp.
2.190.000,-

32

PT. DHARMA KAYTF INDONESIA
Dsa. Grogolan Winong, Gempol,
Kabupaten Pasuruan

Industri Furniture

228

1 Januari s/d
31 Oktober 2315
{10 bulan)

a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang
UMK Tahun 2014 bulan Januan s/d Okteber sebesar Rp. 2.190.000,-

b. Mulai bulan November 2013 pengusaha harus membayar UMK tabun 2013
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

53

PT. EAST JAVA MATCH FACTORY L.T.D
Winong, Gempol Kabupaten Pasuruan

Industri
Korek Ap1

157

1 Januari 5/d
30 November 2013
{11 bulan)

a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
dengan kesepakatan antara pengusaha dengan 3Serikat Pekerja/Serikat
Buruh bulan Januari s/d November 2015 sebesar Rp 2.400.000,-

b. Mulai butan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

54

PT. AKT INDONESIA
Jalan Rembang Industri Raya No. 43
PIER Kabupaten Pasuruan

Industn
Alat Musik Bukan
Tradisional

140

1 Januarn s/fd
31 Desember 2015
{12 bulan)

Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekera/Buruh sebesar Rp.
2.190.000,-

SKRIPSI

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM

KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

55. PT. LOUSIANA FAR FAST

ARI DWIANTORO
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55 PT. LOUSIANA FAR EAST Industn 252l I Januari s/d Selama penangeuhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
3 ]' Rembang indusin 1§/36 A PIER Makanan Beku 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Kabupaten Pasuruan (12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.156.000,-

S6 PT. LOUISE ROCOCO Industr Furniture 300 1 Januar s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekera sesua
Ds. Ledok RT. 03/RW.05 Kemirisewu 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Titnur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
pandaan Kabupaten Pasuruan (12 bulan) Tahun 2014 scbesar Rp. 2.190.000,-

57 PT. GRADIAL PERDANA PERKASA Industr 208 1 Januan s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Jaia.n Krajan Dsn. Begagah Ds. Kemirisewu Alas Kaki 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Pandaan Kabupaten Pasuruan {12 bulanj 2.190.000,-

58 PT. DOMUSINDO PERDANA Industri 582 1 Januar s/d a. Selama penangguban pengusaha wajib membayar upah pekena sesuai
Jaian Wicaksana Gunung Gangsir Beji Alas Kali 31 Oktober 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekeria/Serikat
Kapupaten Pasuruan {10 bulan) Buruh bulan Januari 3/d Oktober sebesar Rp 2.335.000,-

b. Mulai bulan November 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.700.000 -

59 PT. BO KYUNG Industri 2,594 1 Januari s/d a Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upzah peketja sesuai
Jajan Raya Cangkring Malang km. 03 Alas Kaki 30 November 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekenja/Buruh minimal

. ¥ {11 bulan) sesual dengan UMK 2014 yaitu bulan Januari s/d bulan Februati sebesar
Beji Kabupaten Pasuruan Rp. 2.190.000,- sedangkan bulan Maret s/d Novetnber sebesar Rp
2200 0040 -
b. Mulai bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
scsual dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
rehegar Rr. 2 70000000 -

60 PT. KARYA IDAMAN BERSAMA Industsi 237 1 Januari s/d a. Selama penangguban pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jaian Gunung Gangsir Dsn. Wangi Barang dari Kulit 31 Jul 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan
Ds. Sumberejo, Pandaan, dan Kulit Buatan (7 bulanj Januari s/d bulan Juli sebesar Rp 2.300.000,-

Kabupaten Pasuraan b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harns membayar UMK tahun 2015
P sesuail dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 72 Tabun 2014
sebesar Rp. 2.700.000,-

61 PT. RAY CHAIN SHOES INDONESIA Industrt 817 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesnai
Jaian Raya Kemloko Kim. 4 Beji Alas Kali 3] Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Pasuruan (12 bulan) sebesar Rp. 2.190.000,-

62, PT. ASAL JAYA
SKRIPSI

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM

KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO
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62 PT. ASAL JAYA Pengolahan 9 1 Januar: s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerga sesual
Jalan Reya Surabaya - Malang km. 40 Biji Kopi dan 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubemnur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK
Ngerong, Gempol Kabupaten Pasuruan, Biji Kakao {12 bulan) Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-

63 PT. BRANTAS ARIPRAYA Industri 11 1 Januart s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Mlaten No, 59 Kejapanan, Beton Precast 31 Desember 2015 | dengan Peraturan Gubernur Jawa Fimur Nomeor 78 Tabun 2013 tentang UMK
Gempol Kabupaten Pasuruan. {12 bulan} Tahun 204 sebesar Rp. 2.190.000,-

64 PT. SOEDALI SEJAHTERA Industri 180 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajip membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Kluncing No. 39 Tekstl 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Pasuruan {12 bulan) 2.350.000,-

65 PT. SENGDAM JAYA ABADI Industri Alas Kald 2.200 1 Januar s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Ds. Mandure Manggung Gajah, Kec. Ngoro 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Mojokerto {12 bulan) untuk bulan Januari 3/d bulan Juli sebesar Rp. 2.050.000,- dan bulan

Agustus s/d bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,-

[ 15) CV. SUKSES JAYA ABADI Industri Alas Kaki 2.400 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Ds. Candiharjo, Kec. Ngoro 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kabupaten Mojokerto {12 bulan) untuk bulan Janruari s/d bulan Juli sebesar Rp. 2.050.000,- dan bulan

Agustus s/d bulan Diesember sebesar Rp. 2.200.000,-

o7 PT. WOODWORTH WOODEN INDUSTRIES Indust Furmujure 2.234 1 Januan s/d Sclama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekera sesuai
INDONESIA 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kawasan Ngore Industri Persada Blok B-2 {12 bulan) sebesar Rp. 2.050.000,-

68 PT. HIDUP KARYA ABADI Industri Logam 300 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Jetis Paremgan, Desa Jetis 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Mojokerto (12 bulan) 2.250.000,-

69 PT. WCONAM MUSIC Indusin Alat Musik 371 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Ngoro Ne. 334 Ngero Bukan Tradisicnal 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Mojokerto (12 bulan) 2.400.000,-

62. PT. ASAL JAYA
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70 PT. KURNIA ANGGUN Industri Mebel 2.052 1 Januari s/d Selamsa penangguban pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Ds. Bangun, Kec. Pungging 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Senkat Buruh
Kabupaten Mojokerts (12 bulan} sebesar Rp. 2.325.000,-

Tl PT. ISTANA POTTERINDO INDUSTRE Industri 6o 1 Januarn sfd 30 a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Jolotunde Desa Sedati Kec. Ngoro Kerajinan Keramik September 2015 dengan Lkesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Burnh bulan
Kabupaten Mojokerto {9 butan) Januari s/d bulan September sebesar Rp 2.100.000,-

b. Mulai bulan Oktober 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraruran Gubernur Jawa Timur Nemor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.695.000,-

72 PT. DWI PRIMA SENTOSA Industri Alas Kaki 1.644 1 Januar s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Mojosari - Gempol Dsn. Ngetrep 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Senikat Buruh
RT 03 TW 04 Desa Sedati Kec. Ngora {12 bulan) sebesar Rp. 2.050.000,-

73 PT. STAR PAPER SUPPLY Indusin Manufacruring 136 1 Januan s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Ngoro, Desa Manduro Tissue 30 Juni 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buribh bulan
Manggunggajah Kecamatan Ngoro {6 bulan) Januari s/d bulan Juni sebesar Rp 2.450.000,-

b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesuai dengan Peraturan Gubemnur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.695.000,-

74 PT. SUN PAPER SOURCE Industri Manufacturing 177 t Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Desa Sukoanyar Kec. Ngoro Tissue 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp.
Kabupaten Mojokerto {12 bulamn) 2.300.600,-

79 PT. SOPANUSA Industri Tissue & 443 1 Januan s/d a. Selama penangguhan pengusaha wygjib membayar upah pekerja sesuai
Jalan Raya Ngore 100 KM. 6 Manduro Packaging 30 Juni 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekena/Buruh bulan
Manggunggajah Ngoro Kabupaten Mojokerto {6 bulan) Januari s/d bulan Juni sebesar Rp 2.450.000,-

b. Mulai bulan Jub 2015 pengusaha harus membayar UMK tahunr 20135
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 2.695.000,-
76 PT. KARYA MURNI INDOCIPTA Industri 268 1 Januar s/d Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesual
Ngore Industri Park V-2 Kabupaten Mojokerto Aluminium Foil 31 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Burub sebesar Rp.
Laminating Paper {12 bulan) 2.337.500,-
77._PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES
SKRIPSI ARI DWIANTORO
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77 PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES Indusini Pengolahan 112 1 Januari s/d Selama penangguhan pengusaha wapb membavar upah pekerja sesuai
J!. RBava nebonagung No. 120 Pengawetan 321 Desember 2015 | dengan kesepakatan antara penguszhz dengan Pekerja/Buruh mimmat
Kabu};etcn Malang sayur & Buah {12 bulan) sesuai denpan UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 1.635.000,- sedangkan yang

diatas UMK Tahun 2014 maka dibayvarkan sesuai dengan kesepakaian -

78 PT. KERTAS LECES (PERSERO)} Industn 5357 1 Januar s/d a. Selama penangguhan pepgusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
Jzlan Rava Leces, Leces, Kabupaten Pulp dan Kertas 31 Oktober 20135 dengan kesepakatan antzra pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat
Pmbc,,_;ng'ga (10 bulan} Buruh bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp. 1.353.750 -

b. Mulai bulan november 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015
sesual dengan Peraturan Cubernur Jawa Timur Nemer 72 Tahun 2014
sebesar Rp. 1.556.800,-

79 PERUSAHAAN DAERAH FERKEBUNAN (PDF) Perkebunan 2.676 1 Januari s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai
KAHYANCAN JEMBER 30 Juni 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekera/Serikat
Ji. Gajah Mada 245 Kabupaten Jember {6 bulan; Buruh bulan Januari s/d bulan Juni sebesar Rp. 1.270.000,-

b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2013
sesual dengan Peraturan Gubermur Jawa Tiumyr Nomor 72 Tazhun 2014
sebesar Bp. 1.460.500,-
80 RUMAH SAKIT ISLAM AT-TIN HUSADA Jasa Kesehatan 160 1 Januari s/d a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekeria sesuai
Jalan Raya Ngawi - Solo KM 4 Watualang 31 Oktober 2015 dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serkat Pekerja/Serikat
{10 bulan} Buruh bulan Januar s/d bulan Oktober sebesar Rp. 1.040.000,-
b. Mula: bulan november 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 20135
sesual dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur or 72 Tazhun 2014
sebesar Rp. 1.196.000 /
\o
JAWA TIMUR
\
—
OEKARWO
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LAMPIRAN ]I PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR :' 5 TAHUN 2015
TANGGAL ; 27 JANUARI 2015
TENTANG : PERSETUJUAN PENANGGUHAN  DAN

PENOLAKAN FENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KQOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN JENIS USAHA KETERANGAN
1 2 3 4
1 PT. MULTIPLAST INDOJAYA Industri Plastik Dltola.k ka.'rena tidak ada kcsepa‘katan antara Per_lgusa_ha dengan Serikat
) _ Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
Tanjungsan Mas No. 4 elaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
p P P g8
Sukomanunggal Kota Surabaya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keprnenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang

Tata Cara Penangpuhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 2.710.000,-

2 PT. LINTECH DUTA PRATAMA Oil, Gas, Marine, Mining & Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
Jl. Mastrip No. 70 Karang Pilang Industri Engineering Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh  yang dimohonkan penangguhan
Kota Surabaya pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2] Kepmenakertrans Rl Nomor : Kep-231 /MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 2.710.000.-

3. PT. MESHINDO ALLOY WHEEL

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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1 2 3 4
3 PT. MESHINDO ALLOY WHEEL ndustri Manufactur Ditolak karena tidak ada Kesepakatan antara Pengusaha dengan Sernkat
g .Margomulyo b e 5.9 Lingkar Roda Aluminium Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan

pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
Kota Surabaya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kota Surabava sebesar Rp. 2.710.000,-

4 PT. PANGESTU GUNA GLOVES Industri Pemintalan Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Senkat
J1. Raya Legundi RT. 01/ RW. 01 Benang dan Rajut Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomeor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.707.500,-

Krikilan Driyorejo Kabupaten Gresik Kaos Tangan

Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Sernkat
Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Penguisaha wajib membayar upah pekerja sesual dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.707.500,-

5 | PT. SASMITA ABADI GLOVES Industri Pemintalan
Jl. Raya Krikilan Larangan 432 Benang dan Rajut
Driyorejo Kabupaten Gresik Kaos Tangan

6. PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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1 P 3 4
& PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA Offset Printing & Ditolak Kkarena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
J1 ) Jenggala No. 8 Packaging Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan

Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubemur Jawa

Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-

7 PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk Industri Perlengkapan Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
- Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan

‘lfa;ﬁ:;f‘;‘;’; ‘;356 Waru RungE g neee pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur

Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-

8 PT. SIANTAR JAYA EKATAMA Industri Alas Kaki Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
J1. Raya Geluran No. 28 Taman Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-

Kabupaten Sidoarjo

4. PT. PANGESTU GUNA GLOVES

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
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9 PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI Industri Rokok Kretek Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan

pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
Kabupaten Pasuruan ketentuan Pasal 3 ayat (2] Kepmenakerirans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimwmn _

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.705.000,-

Ds. Purwosari Kec. Purwosari

10 | PT. TRISAKTI PURWOSAR! MAKMUR Endustri Rokok Kretek Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
JI. Raya 341 Purwosari Pekerja/Senkat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
Kabupaten Pasuruan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans Rl Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Pengusaha wapb membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubermur Jawa
Titnur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp, 2.705.000.-

11 | PT. BOXTIME INDONESIA Industr Clahan, Diiolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Senkat
. Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
J1. Rembang Industri I No. 3-8A Kotag Jam N O pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
Kawasan Berikat Kabupaten Pasuruan Asesons ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN /2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomeor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.700.000,-

i2. PT. MAKMUR JAYA SUGIARTO

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015




Konsul at Cabang FSPM Sur abaya

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-5

Ditolak karena tdak ada kesepakatan antara Pengusahz dengan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat {2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang
Kabupaten Pasuruan Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.700.000,-

12 | PT. MAKMUR JAYA SUGIARTO Jasa Qutsourcing
J1. Indrokilo No. 21 RT., 001 /RW.008

Jetak Karangjat, Pandaan

13 | PT. GREEN FOOD AND BEVERAGE - Ditolak karena perusahaan tutup
Dsn. Rajeg Ds. Sumber Gedang Pandaan

Kabupaten Pasuran

Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
14 | PT. SURYA MAHAKAM AGUNG -

CHEMICAL INDUSTRY COMPANY

Ds. Jetis Kec. Parengan

Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans Rl Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang

Kabupaten Mojokerto Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 2.700.000,-

15. CV. TQP TEN TOBACCO

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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1 2 3 4
Ditolakk karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat
15 | cv. TOP TEN TOBACCO Industri Rokok ot o pa el ne 2
ekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan
JL. Ngrangkah ScpaWOn RT.01/RW.01 pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten /Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi
Dsn. Bangunrejo Ds. Pranggang ketentuan Pasal 3 ayat {2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN /2003 tentang
Plosoklaten Kabupaten Kediri Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Mimimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 untuk Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1.305.250,-
¥ v soEkarwo
SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR.

a. bahwa dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan

masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong
peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses
produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui
mekanisme upah minimum dengan memperhatikan
rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Timur;

. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a

dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai
kondisi daerah dan kemampuan perusahaan. serta
mempertimbangkan produktivitas makro. pertumbuhan
ekonomi. kondisi pasar kerja. usaha yang paling tidak
mampu (marginal), dan perkiraan inflasi Tahun 2015 perlu
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Peraturan

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015
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6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah
Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor 188/609/KPTS/013/2014.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini. ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/
Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

Pasal 2

(1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.

(2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau
menurunkan upah.

(2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari
ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
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Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah
Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah
Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa
Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2015.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA ARI DWIANTORO
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-4 -

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Nopember 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 72 SERI E.
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TANGGAL

72 TAHUN 2014
20 NOPEMBER 2014

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO KABUPATEN / KOTA UMK TAHUN 2015
1 2 3
1 KOTA SURABAYA Rp. 2.710.000
2 KAB. GRESIK Rp. 2.707.500
3 KAB. SIDOARJO Rp. 2.705.000
4 KAB. PASURUAN Rp. 2.700.000
5 KAB. MOJOKERTO Rp. 2.695.000
6 KAB. MALANG Rp. 1.962.000
7 KOTA MALANG Rp. 1.882.250
8 KOTA BATU Rp. 1.817.000
9 KAB. JOMBANG Rp. 1.725.000
10 | KAB. TUBAN Rp. 1.575.500
11 KOTA PASURUAN Rp. 1.575.000
12 KAB. PROBOLINGGO Rp. 1.556.800
13 KAB. JEMBER Rp. 1.460.500
14 | KOTA MOJOKERTO Rp. 1.437.500
15 | KOTA PROBOLINGGO Rp. 1.437.500
16 | KAB. BANYUWANGI Rp. 1.426.000
17 | KAB. LAMONGAN Rp. 1.410.000
18 | KOTA KEDIRI Rp. 1.339.750
19 KAB. BOJONEGORO Rp. 1.311.000
20 | KAB. KEDIRI Rp. 1.305.250
21 KAB. LUMAJANG Rp. 1.288.000
22 KAB. TULUNGAGUNG Rp. 1.273.050
23 KAB. BONDOWOSO Rp. 1.270.750
24 | KAB. BANGKALAN Rp. 1.267.300
25 | KAB. NGANJUK Rp. 1.265.000
26 KAB. BLITAR Rp. 1.260.000
27 | KAB. SUMENEP Rp. 1.253.500
28 | KOTA MADIUN Rp. 1.250.000
29 KOTA BLITAR Rp. 1.250.000
30 | KAB. SAMPANG Rp. 1.243.200
31 KAB. SITUBONDO Rp. 1.231.650
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1 2 3

32 KAB. PAMEKASAN Rp. 1.209.900

33 KAB. MADIUN Rp. 1.201.750

34 KAB. NGAWI Rp. 1.196.000

35 KAB. PONOROGO Rp. 1.150.000

36 KAB. PACITAN Rp. 1.150.000

37 KAB. TRENGGALEK Rp. 1.150.000

38 KAB. MAGETAN Rp. 1.150.000

GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
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